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PARLEMENTARIA, Kabupaten Bekasi - Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke kawasan industri
MM2100 Cikarang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (26/11/2025), untuk menampung aspirasi menyangkut RUU
Kawasan Industri. Tujuan utama adalah menggali masukan dari pelaku industri terkait regulasi kawasan industri yang
akan digodok di Komisi VII DPR RI.

Kawasan industri dipandang penting sebagai pusat konsolidasi perizinan, pengelolaan lingkungan, dan pertumbuhan

ekonomi. Namun, masih banyak pabrik yang berdiri di luar kawasan yang telah ditetapkan pemerintah. Karena itu,

diperlukan payung hukum yang mempertegas arah pengembangan industri nasional.

“Nah sementara sekarang ini kan masih banyak yang di luar kawasan. Nah karena itu kita perlu ada aturan bagaimana

agar ini bisa berjalan dengan baik,” ujar Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay usai menghadiri pertemuan

tersebut.

Saleh memberikan apresiasi terhadap pengelolaan kawasan industri MM2100 yang dinilai berhasil berkembang secara

berkelanjutan. Kawasan ini hadir sejak 1990 dan menjadi salah satu kawasan industri tertua serta terluas di Indonesia.

Aktivitas industrinya menyerap hingga 150 ribu tenaga kerja dari sektor manufaktur, termasuk perusahaan dengan

Penanaman Modal Asing.

“Tadi sudah dipaparkan tentang keberadaan kawasan industri ini dan saya lihat bahwa kawasan industri ini sudah sangat

maju, sudah modern dan sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan dan mereka juga taat pada seluruh

regulasi yang dikeluarkan oleh DPR dan juga pemerintah,” kata Saleh.



Kesiapan tenaga kerja di kawasan industri tak luput menjadi sorotan dalam forum ini. Saleh menyampaikan bahwa Komsi

VII DPR RI memastikan kebutuhan industri terpenuhi melalui pendidikan vokasi yang tepat sasaran. Salah satu

keunggulan MM2100 adalah keberadaan SMK Mitra Industri yang didirikan berdasarkan kebutuhan tenant di kawasan

tersebut.

“Kelihatannya ada hal yang sangat spesifik di tempat ini yang membuatnya justru berbeda dengan kawasan industri lain,

yaitu dia punya SMK sendiri. Nah SMK yang ada di sini justru dimulai dari permintaan dari industri-industri yang ada di

sini,” ungkap politisi Fraksi PAN itu.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi VII DPR RI mendapat masukan langsung dari pelaku industri yang ada di kawasan

MM2100. Mereka menyampaikan sejumlah persoalan terkait keamanan, birokrasi perizinan, pengelolaan lingkungan

hingga penyerapan produksi yang berkaitan dengan TKDN. Semua catatan itu akan dipelajari DPR dalam pembahasan

RUU.

Saleh menegaskan keterlibatan industri bukan hanya pada tahap implementasi, tetapi sejak penyusunan naskah

akademik. Komisi VII ingin memastikan undang-undang yang dihasilkan memiliki dampak nyata pada kemajuan industri.

Aspirasi pelaku industri dipandang menjadi dasar penting dalam merancang kebijakan.

“Kami ingin menampung pikiran-pikiran dari para industri yang ada, apa yang ingin mereka muat dan tuangkan dalam

undang-undang? Apa yang ada dalam pikiran mereka untuk melindungi mereka, juga untuk menambah semangat

mereka dalam bekerja? Tentu itu akan menjadi bahan-bahan pertimbangan kita, referensi kita, dalam rangka

menyempurnakan, menyusun undang-undang kawasan industri,” ucapnya.

RUU Kawasan Industri telah ditetapkan sebagai inisiatif DPR dan masuk dalam Prolegnas Prioritas. Regulasi ini

diarahkan untuk memperkuat daya saing, membangun industri hijau, dan mengatur tanggung jawab kawasan industri

secara menyeluruh. Komisi VII menilai penguatan regulasi dibutuhkan agar perkembangan industri berjalan seimbang

dengan kesejahteraan pekerja.

Dalam kesempatan yang sama, Saleh ikut menekankan aspek perlindungan tenaga kerja sebagai perhatian utama. Ia

menyampaikan perlunya penegasan kewajiban kawasan industri, termasuk pemenuhan upah, jaminan sosial, dan kondisi

kerja yang layak. Menurutnya, kepentingan pekerja juga harus menjadi fokus dalam penguatan industri nasional. (uc/aha)

 



JENIS KETERANGAN URL
Berita Anggota DPR Ilham Permana Desak

Pembentukan RUU Kawasan Industri
https://news.detik.com/berita/
\nd-7997686/anggota-dpr-ilham-pe
\nrmana-desak-pembentukan-ruu-ka
\nwasan-industri

Berita Baleg DPR Jadikan RUU Penyadapan Prolegnas
Prioritas 2026

https://nasional.kompas.com/re
\nad/2025/11/27/12205471/baleg-d
\npr-jadikan-ruu-penyadapan-prol
\negnas-prioritas-2026

Berita Baleg Harapkan RUU Kawasan Industri Dapat
Meningkatkan Daya Saing Industri

https://telusur.co.id/detail/b
\naleg-harapkan-ruu-kawasan-indu
\nstri-dapat-meningkatkan-daya-s
\naing-industri

Berita Chusnunia : RUU Kawasan Industri akan Perkuat
Ekosistem Industri Nasional

https://www.fraksipkb.com/2025
\n/07/21/chusnunia-ruu-kawasan-i
\nndustri-akan-perkuat-ekosistem
\n-industri-nasional/

Berita DPR Kebut Pembahasan RUU Kawasan Industri https://pro.hukumonline.com/le
\ngal-intelligence/a/dpr-kebut-p
\nembahasan-ruu-kawasan-industri
\n-lt691b478e4e67c/

Berita DPR pastikan RUU Kawasan Industri akomodasi
aspirasi pelaku usaha

https://www.antaranews.com/ber
\nita/5241857/dpr-pastikan-ruu-k
\nawasan-industri-akomodasi-aspi
\nrasi-pelaku-usaha#google_vigne
\ntte

Berita DPR Soroti Kawasan Industri, Mulai dari Cemaran
Radioaktif hingga Polusi Udara

https://www.theiconomics.com/p
\nolitics/dpr-soroti-kawasan-ind
\nustri-mulai-dari-cemaran-radio
\naktif-hingga-polusi-udara/

Berita Dua RUU Ini Bisa Perkuat Peran Dunia Usaha
bagi Perekonomian Nasional

https://www.hukumonline.com/be
\nrita/a/dua-ruu-ini-bisa-perkua
\nt-peran-dunia-usaha-bagi-perek
\nonomian-nasional-lt68c0ffc4296
\n01/

Berita Firman Soebagyo: RUU Kawasan Industri dan
Perindustrian Kunci Daya Saing Nasional

https://lingkartv.com/firman-s
\noebagyo-ruu-kawasan-industri/

Berita Komisi VII DPR Belanja Masalah di Kawasan
Industri

https://rri.co.id/daerah/20024
\n91/komisi-vii-dpr-belanja-masa
\nlah-di-kawasan-industri

Berita Komisi VII DPR dorong efisiensi distribusi lewat
RUU Kawasan Industri

https://www.antaranews.com/ber
\nita/5270289/komisi-vii-dpr-dor
\nong-efisiensi-distribusi-lewat
\n-ruu-kawasan-industri

Berita Komisi VII DPR RI Sebut Ekosistem KEK di RUU
Kawasan Industri Belum Lengkap

https://www.radarbangsa.com/ek
\nobis/57440/komisi-vii-dpr-ri-s
\nebut-ekosistem-kek-di-ruu-kawa
\nsan-industri-belum-lengkap

Berita Komisi VII DPR RI Siapkan RUU Kawasan
Industri Usai Kunjungi Batang Industrial Park

https://infojateng.id/read/774
\n68/komisi-vii-dpr-ri-siapkan-r
\nuu-kawasan-industri-usai-kunju
\nngi-batang-industrial-park/

Berita Komisi VII DPR Soroti Pengembangan Kawasan
Industri Batang, Butuh Koordinasi Lintas Sektor

https://www.merdeka.com/politi
\nk/komisi-vii-dpr-soroti-pengem
\nbangan-kawasan-industri-batang
\n-butuh-koordinasi-lintas-sekto
\nr-500699-mvk.html

Berita Komisi VII Segera Bahas RUU Kawasan Industri https://berita.batangkab.go.id
\n/?p=1&id=14531

Berita Payung Hukum Khusus, Ilham Permana Desak
Segera Dibentuk RUU Kawasan Industri

https://www.dpr.go.id/kegiatan
\n-dpr/berita/Payung-Hukum-Khusu
\ns-Ilham-Permana-Desak-Segera-D
\nibentuk-RUU-Kawasan-Industri-5
\n7412



Berita Perkuat Ekosistem Industri Nasional, Legislator
PKB Dorong RUU Kawasan Industri

https://pkb.id/read/12624/perk
\nuat-ekosistem-industri-nasiona
\nl-legislator-pkb-dorong-ruu-ka
\nwasan-industri/

Berita RUU Kawasan Industri Dorong Industri Hijau dan
Berkelanjutan

https://getimedia.id/2025/09/1
\n0/ruu-kawasan-industri-dorong-
\nindustri-hijau-dan-berkelanjut
\nan/

Berita RUU Kawasan Industri Jadi Usulan Tunggal
Komisi VII DPR

https://www.inilah.com/ruu-kaw
\nasan-industri-jadi-usulan-tung
\ngal-komisi-vii-dpr

Berita STANDAR KAWASAN INDUSTRI: Kemenperin
Berlakukan Peraturan Baru SKI

https://www.neraca.co.id/artic
\nle/226735/standar-kawasan-indu
\nstri-kemenperin-berlakukan-per
\naturan-baru-ski

Undang-undang &
Peraturan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri

https://jdih.setneg.go.id/view
\npdfperaturan/PP%20Nomor%20142%
\n20Tahun%202015.pdf

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

